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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG

ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI KESEHATAN MATA DAN OLAHRAGA
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat
berjalan dengan optimal dan pelaksana pelayanan pada
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Mata dan
Olahraga Masyarakat Dinas Kesehatan  Provinsi
Kalimantan Timur dapat menjalankan tugas sesuai
dengan tanggung jawabnya, maka dipandang perlu
memberikan jasa pelayanan  berupa imbalan yang
memadai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Alokasi Pemanfaatan Penerimaan
Retribusi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai
Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106};

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republuk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si
sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid
Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur
masa jabatan 2008-2013;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
425 /Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Kebijakan
Dasar Balai Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan
Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (PERSERO) dan
Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan
Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum,;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN

PENERIMAAN RETRIBUSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI KESEHATAN MATA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat
selanjutnya disebut UPTD BKMOM pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan untuk
melaksanakan  kewenangan Pemerintah  Provinsi yang berada di
Kabupaten/Kota.

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi dipimpin
oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pelayanan Kesehatan merupakan segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan,
tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
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Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas
jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, perawatan, konsultasi, tindakan medik, tindakan keperawatan,
visite, rehabilitasi medik, tindakan pelayanan penunjang, rawat jalan, rawat
darurat, rawat inap dan pelayanan lainnya.

BAB II
PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 2

Penerimaan retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan merupakan pembayaran

dari masyarakat dan asuransi kesehatan atau penjamin atas pelayanan pada
UPTD BKMOM.

Seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas
Daerah.

BAB III

BESARAN JASA PELAYANAN DAN
PENARIKAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 3
Besaran jasa pelayanan paling banyak 44 % (empat puluh empat persen) dari
seluruh penerimaan retribusi.

Penerimaan retribusi yang disetor ke Kas Daerah dapat ditarik kembali setiap
bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk dimanfaatkan sebagai
jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMBAYARAN, RINCIAN DAN
PENDISTRIBUSIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

Pembayaran jasa pelayanan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran setiap bulan
melalui anggaran UPTD BKMOM.

Ketentuan mengenai rincian dan pendistribusian jasa pelayanan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan usulan Kepala UPTD BKMOM sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR, H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRQ HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19620527 198503 1 006




